
BUPATIENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR $;t" ,4-HUf....l �0'23 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan mengenai lomba 

desa dan kelurahan tahun 2023 terdapat perubahan dalam 

hal persyaratan yang dipenuhi dalam perlombaan desa dan 

kelurahan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan 
Kelurahan; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 

tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 

6. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa Dan Kelurahan 

(Berita Daerah Kabupaten enrekang Tahun 2020 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN 

KELURAHAN. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 

Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan perlombaan Desa dan 

Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 

Nomor 12) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Lomba 

Desa dan Kelurahan sebagai berikut: 

a. melakukan pembaharuan data profil Desa dan 
Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir pada sistem aplikasi 

Prodeskel; 

b. hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan 2 
(dua) tahun terakhir yang diinput melalui aplikasi 
Epdeskel; 

c. melampirkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa; 

d. melampirkan RKPDesa atau dokumen perencanaan bagi 
Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir; 

e. melampirkan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja 
Desa 2 (dua) tahun terakhir; 

f. melampirkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah; 

g. melampirkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir; 

h. melampirkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2 (dua) tahun 
terakhir; dan 

i. menyampaikan kelengkapan dokumen, data dan 

informasi evaluasi perkembangan Desa/ Kelurahan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penekanan dan pemberian bobot nilai lebih terhadap: 
a. kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

Kelurahan; 

b. pelestarian lingkungan hidup dan adat budaya; 
c. penetapan inovasi pada Bidang Pemerintahan, 

Kewilayahan dan Kemasyarakatan; 
d. pengelolaan Badan U saha Milik Desa; dan 

e. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan 
Keluarga. 

2. Pasal 18 dihapus. 





- 4 - 

3. Pasal 19 dihapus. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Enrekang. 

Diundangkan di Enrekang 

pada tanggal 3 Med :;)--0 2.3 
EKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, 

BABA 
_/� 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 

1. SKPD TE :. 
2. KMnG TP· ,·, 
3. Ktu: .. :I.G hU k ... 




